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Abstrak

Rahmat, Amir Muhiddin, Ahmad Taufiq : Strategi Pemerintah Dalam Program
Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Pangkep

Program pengembangan masyarakat desa adalah sebuah bentuk kegiatan yang sangat
penting guna menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan jauh dari kata tertinggal.
Olehnya itu pmeimmm:bmmjuanuntukm 2l \ ategi pemerintah dalam pelaksanaan
program pemberda;man mas;-'arakm De / mengetahui factor-faktor yang

kabupaten Pangkep. . Jenis p
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2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
ini mengatur mengenai : Arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan
modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai

kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin suistainable didalam




membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (how
to build thr trust).

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan,
pengetahuan, dan kekussaan yang cukup uftuk mempengaruhi kehidupannya dan

8.54
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2015 tentang Perubaha
Peraturan Pelaksanas

Pemberdayaan masyarakat dapat merupakan suatu proses yang membangun
manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan
perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat,
yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan
mengorganisir diri masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat

untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program vang mereka
kembangkan. Masyarakal dapal membentuk kelompok kerja, melakukan pembagian




tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain. Pemberdayaan
masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah
mengakibatkan mercka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan
ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan
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Jjudul “Strategi Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di
Kabupaten Pangkep”, tentunya dengan pendekatan penelitian menggunakan acuan ilmu
dan teori [lmu Pemerintahan.
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TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kabupaten Jombang
(Studi Kasus Pada Taman Tirta Wisatz /
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Standart Operating Proced
inggris, bahasa Indonesia, pelatihan kepemanduan, pelatihan pengenalan batu karst, dan
pelatihan tata ruang yang baik. 2) Kontribusi Kelompok Sadar Wisata Dewabejo dalam
mengembangkan obyek wisata sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, meliputi pemikiran,
penyediaan fasilitas akomodasi, dan memberikan inisiatif sumbangsih dalam menciptakan
iklim yang kondusif bagi pariwisata disana, 3) Bentuk pemberdayaan dan perubahan yang
ada di masyarakat dengan adanya Kelompok Sadar Wisata Dewabejo meliputi filosofi hidup,

sikap, pendidikan, keterampilan, aturan bermasyarakat, adat, dan penampilan.




Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah Di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari

bupaten Purbalingga. Ayu Purnami Wulandari (2014). Dengan kesimpulan bahwa

Pada umumnya istilah strategi digunakan untuk memenangkan suatu peperangan dalam

permasalahan dunia militer yang sebagai cara digunakan untuk memanfaatkan kekuatan
militer. Sedangkan terminologi strategi banyak ahli yang telah mengemukakan sudut pandang
vang berbeda-beda tentang strategi, namun pada dasar hakikatnya itu mempunyai arti atau
makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut pendapat Argyris, dkk (Hutapea,2017) Strategi merupakan respon secara
terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan




. peluang suatu rangkaian dari keputusan manajerial yang mliputi analisis lingkungan

:ksternal dan internal, formulasi strategi. implementasi strategi, evaluasi dan kontrol guna

nengatasi permasalahan dan untuk memenuhi tujuan dari organisasi

tersebut. Dalam hal ini agas

/D

b. Pelaksanaan

Setelah tahap perumusan strategi dapat terselesaikan maka selanjutnya tahap krusial
dalam strategi pemerintah adalah tentang pelaksanaan strategi. Pelaksanaan strategi adalah

proses dimana strategi dan kebijakan dijalankan melalui pembangunan struktur,
pembangunan program, budget dan pelaksanaan. Pelaksanaan strategi merupakan tahap
yang paling sulit dalam proses strategi mengingat banyak skali faktor yang dapat
mempengaruhi pelaksanaan di lapangan dan tidak sesuai dengan perkiraan semula.




Keberhasilan dalam strategi tentunya harus didukung perusahaan yang capable dengan

seorang pemimpin yang solid, kebijaksanaan yang tepat, alokasi sumber daya yang cukup, situasi,
budaya dan kondisi terhadap keberhasilan dari pelaksanaan strategi.Berdasarkan pendapat di atas,
penulis mnyimpulkan bahwa tahap strategi an langkah-langkah dalam pembuatan
kebijakan yang tepat dengan merumuskar /\

Ada &
|\ CoC

Strategi integrasi ‘terbagi 2 mac U integ depa egrasi ke belakang,
integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal, Suatu strategi integrasi
vertikal atau dari atas kebawah dapat memungkinkan perusahaan yang dapat mengendalikan
para distributor, pemasok, dan/atau pesaing.

b). Strategi intensif

Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif

karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan

produk yang ada hendak ditingkatkan.
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¢). Strategi diversifikasi
Adapun strategi diservasifikasi yang harus dipahami, yaitu diverifikasi horizontal,

konglomerat dan konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi

konglomerat.
d). Strategi Defensif

b). Strategi sebagai s wcapai kes atu hal yang akan
memberikan suatu ikatan hubungan a asil yang diamb oleh individu atau
¢). Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi

Strategi memiliki peranan penting sebagai sarana koordinasi dan komunikasi agar untuk
memberikan kesamaan arah bagi perusahaan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
d). Strategi sebagai target

Konsep strategi akan disatukan dengan suatu visi dan misi untuk menuntukan dimana
perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Menetapkan suatu tujuan dapat membantu
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seorang individu dapat didengarkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
4. Prinsip-prinsip mensukseskan strategi

Menurut Hatten dan Hatten (1998) dalam Salusu menjelaskan tentang petunjuk untuk

mensukseskan strategi:

1). Strategi harus mempunyai konsis

5. Tipe-tipe Strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah
ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa
stategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencpai suatu tsjuan organisas ang telah

ditetapkan. Menurut Jack Kooten (1991:81), tipe - tipe strategi meliputi:

a. Corporate Strategy (Strategi Organisasi)
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Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai - nilai, dan inisiatif - inisiatif
strategi yang baru. Pembatasan - pembatasan diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan
dan untuk siapa.

b. Program Strategy (Strategi Program)
Strategi ini lebih memberi perhati

-
sumber- sumber da . va fia guna ' iingkatkar

2
D)
daya itu dapat berupa (i (P

SN
Fokus dari strat sions - .

dalam membuat strategi agar dapat tercapainya tujuan dimasa depan dengan menganalisis situsasi
dan kondisi dimasa sekarang dan masa depan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membuat
perbedaan pengelolaan dengan sektor privat. Perbedaan ini terutama disebabkan adanya perbedaan
karakteristik.

Menurut Paul (2015) perencanaan strategis disektor publik tidak dilihat sebagai hanya alat
analisis untuk kerangka perumusan strategi tetapi juga mencakup kegiatan lain yang perlu
dipandang untuk mencapai efektivitasnya.
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Namun menurut Berry dan wechsier (Paul, 2015) perencanaan strategis didefinisikan sebagai
uatu proses yang sistemtis untuk mengelola lembaga yang arah masa depan dalam kaitannya

lingkugan dan runtutan pemangku kepentingan eksternal, termasuk perumusan strategi,

DPRD menurut asas otomi dan tugas pem ol _ seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip NKRI sebagaimana yang di maksud dalam UUD Negara republik Indonesia tahun 1945.
Dimana gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah (Prabowo, 2017:17).

Menurut Ni'matul Huda pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Putra, 2015:21). Dalam Undang-Undang No 23 Nahun 2014 tentang
pemerintahan daerah, dalam pasal 2 menjelaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
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gan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik

nesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun

945. Dalam pasal berikut, vakni pasal 3 mempertegas penjelasan bahwa pemerintah daerah adalah

pelayanan umum dan daya saing daerah.

. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan
pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya
lainnya.

Berdasarkan yang disebutkan diatas menurut (Fadli, 2016:1773) bahwa fungsi pemerintah

daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang dimana menjalankan, mengatur, dan
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menyelanggarakan jalannya pemerintahan seperti ynng'dijelaaksn dalam UU No. 23 Tahun
2014
2. Asas-asas pemerintahan daerah

Asas penyelenggaraan pemerintah daers donesia dapat di jelaskan sebagai berikut
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Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya,
vaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar
atau upaya (Depdiknas, 2003). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi
menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa

identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009).

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang
memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih
mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat
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lam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai

umen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses

buatan dan perumusannya, schingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan

familisme, sangat
tergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan tidak mampu
atau tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.

Bagaimana memberdayakan masyarakat merupakan suatu masalah tersendiri yang
berkaitan dengan hakikat dari power atau daya (mengandung pengertian “kemampuan”,
“kekuatan” ataupun “kekuasaan™) serta hubungan antar individu atau lapisan sosial yang lain.

Strategi pemberdayaan masyarakat adalah cara untuk mengaktualisasikan potensi yang
sudah dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah
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penekanan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir

2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
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kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik
yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan
aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri
dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu
atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya ke arah yang lebih sejahtera.




World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko (2012: 27) mengartikan
pemberdayaan yaitu :

Upaya untuk memberikan kesempamu dan kemampuan kepada kelompok

masyarakat (miskin) untuk mampu dan b i bersuara (voice) atau menyuarakan
pendapat, ide, atau gagasan-gagasanys kemampuan dan keberanian untuk

memilih (choice) sesuatu {kn / \

bagi pribadi, keluarga, dan o 4,-.‘ kam lam, pemberdayaan

ikap kemandirian

myymmmpakan pre dan s
| Qﬁ‘“" \“P‘KASSA "o \
\\\ o"'» «%

pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti vaitu fe give or aurhority dan io
give to or enable. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi
kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain.
Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya

untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Menurut Fahrudin, (2012 : 96 — 97) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk
memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya, seperti:

Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

duk, tindakan, dll) yang terbaik

18
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berkembang. Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau
daya yang dimiliki oleh masyarakat. Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan

mengembangkan  sistem  perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek

kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan sekior ini, tanpa mengabaikan peranan
sektor-sektor lainya, dan sekaligus dapat menurunkan tingkal kemiskinan penduduk.

Disimpulkan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya vaitu upaya suatu
kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga
masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan
hidup vang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang di inginkan oleh masyarakat adalah |
pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan

pemberdayaan, menurut Sunyoto Usman (2010: 31), usaha memberdayakan




masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena
yasng semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembanganya tidak

semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan

juga tidak hanya cukup implementasi p 1 peningkatan kesejahteraan sosial
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terlebih  dahulu,
membangun. Dis

yang memiliki

selanjutnya seiring dengan konsep good govermance. Konsep ini mengetengahkan tiga
pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar
tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya menjalin
kemitraan yang selaras.

Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip
pemberdayaan menurut Mathews dalam Totok dan Poerwoko (2012:105) menyatakan

bahwa : “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang dijadikan pedoman

dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Karena

20




itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini
kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun

prinsip biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Totok dan Poerwoko

(2012:105) menilai bahwa setiap penyuluh/fz daiam melaksanakan kegiatannya

harus berpegang teguh pada prinsip-prinsiy \
mengemukakan prinsi /'/,,*(.‘P‘S MUHA,fy
a. Pembangun: m MV~Q.~

S

ERAR R

masyarakal agar lebih berdaya.

Pemberdayaan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan
terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan menurut Suparjan & Hempri S
(2003:44) dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus
dilakukan antara lain:

a) Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik.
Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi

sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.

21




b

b) Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat
argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat

pemutusan terhadap hal tersebut.

s ini perlu dipahami, bahwa

masalah kemiskinan bukan sekedar pe jahteraan sosial tetapi berkaitan

d) Pemberdayaan jugd Qg,‘-ﬁp‘ S‘EAAUSHA %‘%q |
PRASS:
\‘\'\‘k\\ Sy //4’// . unt

S
S O

bar
“
Ay e

- e g

1.

sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan
ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga
dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga
terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada

kemandirian.




Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan prilaku merupakan tahap
persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak
pemberdaya/aktor/pelaku pemberdaya berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat

vang efektif. Apa vang

diintervensi dalam masyarakat sesungguhn; ada kemampuan afektifnya untuk

kebangkitan
adan m n

ya s / /;% wo \.\\\
sampai pada kesa ‘Q \;\ /, ’l.l‘, \
semakin terbuka

pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses beajar lentang
pengetahuan dan kecakapan, keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang
menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya
keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar vang mereka
butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada
tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja,

belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.




Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas
dan kecakapan, kerterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk

kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan
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masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar
masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan
sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan
kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik. Pemberdayaan memiliki tujuan
untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan dapat memperbaiki segala aspek.
dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka
hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhanya dengan tidak menggantungkan hidup
mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah,




3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam

memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu

pendidikan, Berikut ini megug
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berupa pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan peningkatan sarana/prasarana. Dengan
adanya program pemberdayaan di bidang kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan
kinerja lembaga agar dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan roda
pembangunan.

3. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Ekonomi

Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah

untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan UKM,
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industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi
masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop,
pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain.
bidang ekonomi ini diharapkan dapat

Dengan adanya pemberdayaan masyaraka
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clajar saja, namun juga
kepada para pengajar maupun lembaga pendidikan lainnya. Bentuk dari pemberdayaan ini
dapat berupa pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan biaya pendidikan
untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain.
Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan ini diharapkan
dapat meningkatkan pendidikan masyarakat serta menciptakan masyarakat yang berkualitas
dan kompeten.
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6. Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pendidikan
Program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan merupakan program pemerintah
desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat agar lebih berkualitas dan kompeten.

Sasaran dari pemberdayaan ini tidak han kepada para pelajar saja, namun juga

perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

¢. Perbaikan pendapatan (better income)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki
pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya,

d. Perbaikan lingkungan (better environment)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena
kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang
terbatas.




e. Perbaikan kehidupan (better living)
Tingkat pendapatan dan keadaan

lingkungan yang membaik, diharapkan dapat

memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
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F. Fokus Penelitian

Peneliti dalam hal ini ingin melihat seperti apa strategi yang di lakukan pemerintah daerah
Pangkep dalam memberdayakan desa, dalam mengukur strategi pemerintah sebagai
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tenaga, atau biaya yang digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan.pemberdayaan
masyarakat baik itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, kreatifitas dan lain
sebagainya, dapat dikatakan efisien apabila sudah sesuai dengan hal tersebut yairu
hemat biaya atau anggaran.
3. Efektif

Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau targel yang

diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan




biaya yang harus atau sudah dikeluarkan. Suatu pekerjaan dalam pemberdayaan

masyarakat desa dapat dikatakan efektif jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
berhasil dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

juan dal: rdaya asye . aksud disini adalah dalam
setip kegiatan ataupun program / \
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\. Lokasi dan Waktu Penelitian

BAB 11T

METODE PENELITIAN

melakukan pengujian jalinan (hubungan) antar variable yang diteliti.
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi

dalam bentuk survey. Metode ini menekankan lebih pada penentuan informasi tentang

variable daripada informasi tentang individu dan bermaksud mengumpulkan data yang

relatif terbatas.

. Informan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara dengan pegawai Pada
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Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep yaitu Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bidang Pembangunan dan Masyarakat Desa,
Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan

. pedehiian
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memperolell dak " i b
N7
L Observasi | Yz N Z

dengan penelitian ya
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah data yang diperoleh melalui pencatatan-pencatatan dari
dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian.

Jenis data penelitian ini terdiri dari data kualitatif adalah data tentang
keterangan-keterangan yang menjelaskan berbagai fakta atau kejadian yang dapat
dijelaskan secara rinci.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder sebagaimana
diuraikan di bawah ini:
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1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap
obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui metode observasi dan hasil

kuesioner.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperolel
dokumentasi/tulisan (karya ilmi /

Fﬁ'lﬂ]iﬁ.ﬂTIiﬂi Tengg

Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data. Sesuai dengan teknik
pengumpulan data yang dikemukakan sebelumnyamaka pengumpulan data

dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Seluruh data yang

terkumpul dibaca, dipelajari, ditelaah. Pengumpulan data dilakukan selama data yang
diperlukan belum memenuhi dan akan dihentikan jika data sudah memenuhi untuk

ditarik suatu kesimpulan.



2. Reduksi data
Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data adalah mengadakan reduksi
data. Kegiatan reduksi data berlangsung selama penalitian dilaksanakan, dengan cara

vang perlu dijaga agar tetap bera
akhir dari penelitian dapat dildku
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ditarik kesimpulan yang bersifat sementara. Agar kesimpulan dapat lebih mantap

maka peneliti memperpanjang waktu observasi tersebut sampai ditemukan data baru
yang dapat mengubah kesimpulan sementara sehingga diperoleh suat kesimpulan
yang baik.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
Waktu Dan Lokasi Penelitian
Secara geografis Kabupaten Pangkajeng pulauan berada pada 11,00

\f\

Administratif Luas

LR PRIl L

sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen.

Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah.
Kecamatan vang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan
Kepulavan vaitu terdiri dari : Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Balocci,
Kecamatan Bungoro, Kecamatan [abakkang, Kecamatan Ma'rang, Kecamatan
Segeri, Kecamatan Minasa Te'ne, Kecamatan Tondong Tallasa, dan Kecamatan

Mandalle.
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2. Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan merupakan wilayah
vang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas, wilayah
kepulauan Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan memiliki potensi wilayah yang

sangat besar untuk dikembangkan seca ok optimal, untuk mendukung

perkembangan wilayah Kabupaten Par P

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daers

diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Untuk

melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Bidang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

3. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan Desa Bidang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.
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3. Pelaksanaan teknis pembinaan umum dan koordinasi di Bidang -

Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Perdesaan,

4. Pelaksanaan teknis pemetaan up
pemberdayaan masyaraka

. Penyusunan norm

Pﬁn intahan 1

‘/ \\\‘ ) A\‘..}.{,,, / ’// &

=

- ,r
\ V ../; "_"/ f

mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi
urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam
lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan. Sekretariat mempunyai fungsi :

l. Pengelolaan rencana kegiatan

2 Pengelolaan urusan umum, administrasi kepegawaian dan hukum

3. Pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan

4. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana

5. Mengkoordinasikan kerjasama dengan instansi terkait

6. Pembinaan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan
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perlengkapan dan rumah tangga
7. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan
penyusunan program dan Koordinasi perencanaan dan perumusan
kebijakan teknis
& Pelaksanaan tugas lain yang diberik@nl@hpimpinan sesuai dengan twgas
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d. Membuat konsep, mengkoreksi dan memaraf naskah dinas.
e. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan  kegiatan

dan anggaran.

f. Menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran dan
perubahan anggaran.

g. Melakukan  verifikasi  kelengkapan administrasi permintaan
pembayaran.

h. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran.
i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan.
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J. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaan.

k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan

dan Keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada

hapusa

d. Membuat konsep, mengoreks ;
e. Melakukan administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat

keluar.
f Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas
yang diberikan oleh pimpinan.
g Membuat laporan hasil kegiatan
- Bidang Pemerintahan Desa
Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
Pemerintahan Desa, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan kebijakan, menyusun rencana, menyelenggarakan pembinaan,
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monitoring dan evaluasi di Bidang Pemerintahan Desa. Bidang Pemerintahan
Desa mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan di Bidang Pemerintahan Desa.

b. Penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di Bidang
Pemerintahan Desa.

¢. Melakukan blmbmgan tekni

¢ Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala
desa dan badan permusyawaratan desa.

d Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi,
monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan desa, tata
kerja desa, desa adat, tata wilayah desa dan batas desa.

e Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supevisi,
monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
jangka menengah desa.

f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
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tugas dan fungsinya.

2. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
menyusun program dan menyi q

‘

; o |

¢ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya

3. Seksi Keuangan dan Aset Desa
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
menyusun  program dan menyiapkan bahan pembinaan dalam
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Informasi Keuangan
Desa dan mempunyai fungsi:
a. Merencanakan kegiatan seksi Keuangan dan Aset Desa sebagai
Pedoman dalam Pelaksanaan tugas.
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b. Melakukan koordinasi, fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan, supervise,

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, Pengelolaan
Keuangan Desa.

¢. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, 3
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b. Melakukan Penyusunan Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

¢ Melakukan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

d Melakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi di bidang Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

e Melakukan koordinasi, fasilitasi, Pembinaan Pengawasan, Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pendayagunaan Sumber Daya Alam
dan Teknologi Perdesaan.
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£ Melakukan Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan dan
sosial budaya masyarakat dan
g Pelaksanaan tugas lain yang diberika
dan fungsinya

oleh pimpinan sesuai dengan tugas

0 i o

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan hasil
dan pemasaran usaha BUMDesa.
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan permodalan ekonomi

f. Melakukan koordinasi fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring
dan pelaporan pelaksanaan pembentukan dan kelembagaan pasar desa
dan

g. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya




2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat
Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok
melakukan analisa dan menyusun program serta mempersiapkan bahan
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monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan
kesejahteraan dan swadaya masyarakat desa dan kelurahan.

h. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan
manajemen pembangunan partisipatif.

i. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelembagaan
dan Sosial Budaya Masyarakat kepada atasan sebagai bahan
pertanggung jawaban.

j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan
Kelembagaan dan social budaya masyarakat serta memberikan saran
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pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.
k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dan
I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
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menghindari kesalahan.

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise,
monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendayagunaan
sumber daya alam.

g. Melakukan  Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Inovasi dan Promosi
teknologi perdesaan.

h. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring
evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan




teknologi perdesaan.

i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendayagunaan
Sumber daya Alam dan Teknologi Perdesaan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan.

d Melakukan bimbingan teknis dan supervise di bidang pembangunan

e Melakukan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Sarana dan Prasarana
Desa.

£ Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise,
monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kawasan ekonomi
perdesaan.

g Melakukan koordinasi. fasilitasi, pembinaan, pengawasa, supervise,
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monitoring, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan, pengembangan kawasan
ekonomi perdesaan.

h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.
i Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kewenangan di bidang
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¢. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sarana dan prasarana pemukiman

d. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervise,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan transportasi desa.

e. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan elektrifikasi desa.

f. Melaksanakan tugas fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Seksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
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Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai (ugas
membantu Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam
menyiapkan bahan perumusan dan penetapan, menyusun program dan
rencana, mmyelenggamkm membina, mengawasi, memfasilitasi,
menyiapkan bahan gan’ teknis. pembinaan, pengembangan

I{epala Se : Ekonomi  Terpadu
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f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinnya

. Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam menyiapkan
bahan perumusan dan penetapan, menyusun program dan rencana,
menyelenggarakan, membina, mengawasi, memfasilitasi, menyiapkan
bahan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan Kawasan Perdesaan.
Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai fungsi :
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a. Penyiapan bahan dan perumusan penetapan kebijakan penyelenggaraan
pengembangan Kawasan Perdesaan.
b. Melakukan Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas dan kegiatan bawahan untuk
dan belum dilaksanakan.

\\

(///'mw \\
"

b. Sumber Daya Organisasi

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat
rutin maupun yang bersifat operasional serta kelancaran tugas dan fungsi
organisasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan didukung oleh sumber daya yang terdiri dari sumber daya
manusia (pegawai) serta sarana dan prasarana.

Total jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pangkajene dan KepulauanTahun 2020 sebanyak 28 orang.
Berdasarkan jenjang eselon terdiri dari 1 orang Kepala Dinas (Eselon 1), 4 orang
eselon 111 terdiri dari | orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Bidang, 11 orang
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eselon IV terdiri dari 2 orang Kepala Sub Bagian dan 9 orang Kepala Seksi.
Sedangkan untuk jabatan Fungsional Umum (staf) sebanyak 12 orang.
Berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari Megister Manajemen (S2) 4
orang, Sarjana (S1) 16 orang, Diploma 3) 1 urang dan SMA 4 orang.
Sedangkan berdasarkan Jenis Kelami

Perempuan berjumlah 12 orang, /

Komposisi pegaws

2 | Tingkat Pe
- Doktor (83) -
- Master (52) 4
- Sarjana (S1) 19
- D3
- SMA 4
- SMP =
Jumlah 28
3 | Jenis Kelamin
- Laki-laki 16
- Perempuan 12
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Jumlah 28

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan juga didukung oleh sarana dan/prasarana yang terdiri dari 1 unit
iri ang, 13 unit kendaraan roda

dengan memberikan berbagai upaya seperti menerapkan skill yang dimiliki oleh
masyarakat dan mengadakan peningkatan sumber daya manusia, mengembangkan
potensi yang ada dalam meningkatkan ekonomi.
1. Sumber Daya Masyarakat

Sumber daya masyarakat merupakan komponen penting dalam tercapainya
sebuah strategi yang dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pemberdayaan
masyrakat desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep, sumber
daya masyarakat merupakan paktor utama dalam berjalanya program pemberdayaan
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masyarakat desa ini.seperti dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan
informan yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep

(Drs. Abd. Haris Has, AP) terkait strategi antara pemerintah dengan berbagai pihak

mempekerjakan
il Aoy
dipakai \\\\\\um////

. > / Y
pelatihan ada | emampuan dibidangny
T M /“/", o L0 NN
wawancara Ke ///”l""‘\\

A [ |/

Pemberdayaan Mas Jese \ ¥, \,‘ ‘

Melakwkan Pelatiha

Tujuan Pelatihan ini untuk Memahami cara memetakan aset desa serta stategi
pengembangannya untuk mencapai desa mandiri, Memahami cara menginisiasi,
mendirikan, menentukan jenis usaha, dan mengembangkan BUMDes (Badan Usaha
Milik Desa) sebagai lembaga usaha milik desa yang mampu mengoptimalkan
potensi sekaligus menjawab kebutuhan desa, Memahami manajemen organisasi
BUMDesa dan cara pengelolaannya dengan melakukan interaksi langsung dengan

pelaku BUMDesa di desa yang telah menapak keberhasilan menjalankan
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BUMDesa-nya, Mampu merancang disain strategi pengembangan BUMDesa untuk

desanya sendiri.

Manfaat Pelatihan ini Memberikan pengenalan perencanaan desa berbasis aset

s i e R //7"55;‘(\ »
2. efisien \\

atau sejauh mana
melakukan suatu kegiatan. Efisien merupakan suatu pekerjaan yang
dilakukan secara cepat dan tepat yang mendapatkan suatu hasil yang
diinginkan dengan tepat waktu tanpa membuang-buang waktu, biaya dan
juga tenaga dalam menjalankan sebuh kegiatan pemberdayaan ini. Kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pangkep Desa Pitue
berdasarkan hasil wawancara Ketua BUMDES (Muhammad Nasrun, S.50s)
sebagai berikut:
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“Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang telah diprogramkan pemerintah pada
Desa Pitue telah sesuai dengan peraturan Bupati tentang anggaran pemberdayaan
masyarakat desa melalui BUMDES minimal 100 juta, sehingga membuka akses
dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi desa.”

“selain darri pada anggaran yang tergolong t tersebut, bisa dibilang program
pmgembmgm masyarakat desa yang di /l\ -

o ta
Hasil wawancara diats /

4 ”q;%

i muiarab

sesuatu tepat wakiu.
. Hasil wawancara dari staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Drs. Abd. Haris
Has, AP) sebagai berikut:

“untuk mengetahui bahwa apakah program ini tergolong efektif atau tidak adalah

bagaimana kita bisa melihat dan membandingkaan kehidupan masyarakat desa saat
ini setelah dilaksanakanya program pengembangan masyarakat desa ini dengan
kehidupan sebelum dilakukanya program pemberdayaan ini. Saya rasa kegiatan ini
sangat efektif karna mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan
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ekonomi masyarakat desa”, tegasnya.
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi

pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa terutama pada bidang ekonomi

waktu dan upaya yang lebih keras lagi agar target dan tujuan dari kegiatan ini dapat

tercapai secara menyeluruh dan maksimal dari setiap desa yang ada dikabupaten
pangkep.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Dalam Pelaksanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Pangkep.

Strategi pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan dalam bidang ekonomi
serta bidang lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahleraan masyarakat
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khususnya Kabupaten Pangkep. Dengan adanya berbagai program yang dilaksanakan
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pangkep.

Adapun faktor penghambat secara internal dan eksternal dalam pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pangkep berdasarkan wawancara Kepala

Bagian Bidang dan Pemberdayaan Masyarakat De
T /
“Tidak bisa mpmgiun bahwa L

T s ;:;/’

Pemerintah Kabupaten Pangkep mengeluhkan adanya hambatan mengenai

anggaran untuk pemberdayaan masyarakat karena sejak terjadinya penyebaran virus
covid-19 pemerintah fokuskan anggaran pada penanganan dan pencegahan
penyebaran corona virus desease 2019. Dengan adanya aturan pembatasan kepada
masyarakat ini juga sangal mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatannya
baik internal maupun eksternal,
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Dan menjalankan kebijakan pemerintah seperti memberikan edukasi kepada
masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan. Dampak dari wabah covid-19

tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

(/ RLETTTLN :\
.’//\&'J S ‘),‘\,\\

ZATAN

Pemerintah Kabupaten Pangkep telah mengikuti kebijakan pemerintah dan
melaksanakan aturan mengenai penanganan covid-19 khususnya di Desa Pitue
Kabupaten Pangkep. Dengan memberikan edukasi terhadap warganya untuk
mengikuti kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah
dalam hal penanganan covid-19.

Hambatan lain masih perlunya ditingkatkan pembinaan, pada BUMDES yang

ada di desa seperti anggaran serta perhatian pemerintah untuk melengkapi sarana dan
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas penulis menari

covid-19 karena anggarannya dan difokuskan pada penanggulangan penyebaran
covid-19. Faktor lain yaitu perlunya sarana dan prasarana serta peningkatan sumber
daya manusia karena masyarakat desa masih banyak vang berpendidikan rendah.

B. Saran
1. Strategi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa masih
perlu ditingkatkan program-program yang mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat terutama pada bidang ekonomi,
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2. Perlunya perhatian pemerintah untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk

kegiatan pelatihan pada masyarakat, peningkatan anggaran dan sumber daya
manusia.
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